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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis
dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.
Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya barang dan/atau jasa yang sejenis
maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan
“diversifikasi produk.yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan tekhndlogi
telekomunikasi dan informatika, di mana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi
barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada
akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara
variatif, baik yang berasal dari produk domestik-di mana konsumen berkediaman-
maupun yang berasal dari luar negeri.'

Kondisi seperti ini, pada suatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen
karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpen.uhi, serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.>

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, halaman 11.

2 Ibid, halaman 12.



Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di
mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas
bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui
kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan
konsumen.’

Di sini, konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih
yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan di mana ia tidak dapat
melakukan pilihan karena “penguasaan” secara “monopoli” oleh satu atau lebih
pelaku usaha atas kebutuhan “utama” kalau tidak dapat disebutkan sebagai
kebutuhan “vital” kopsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Berbagai
“penguasaan” atas kepentingan-kepentingan yang. meliputi “hajat hidup orang
banyak™ oleh Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah sedikit
banyak turut “memperburuk” pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.*

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya
ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan/atau
jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi
yang disediakan, melainkan juga terhadap barguining position yang kadang kala

sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang

3 Ibid.
% Ibid, halaman 2.



siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang
sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen mana pun.’

Diantara banyak peristiwa yang terjadi, terdapat kelemahan-kelemahan yang
terjadi baik itu intern maupun ekstern dari konsumen itu sendiri. Kelemahan intern
yang menjadi faktor utama bagi konsumen itu sendiri yaitu tingkat kesadaran
konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh
tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Kelemahan intern dari konsumen
lainnya yaitu seperti or;«mg menandatangani suatu konsep perjanjian tanpa membaca
dengan teliti syarat-syarat yar.lg terdapat dalam perjanjian itu. Hal ini terjadi tidak
hanya pada orang-oranga awam, kurang mampu atau kurang pendidikan, tetapi juga
orang-orang yang mengerti, mampu dan berpendidikan cukup.

Kecerobohan ini umumnya disebabkan orang tidak mau pusing atau susah-
susah dalam meneliti syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian atau juga disebut
Klausula Baku. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
menyebutkan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku us"aha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dun wajib

dipenuhi oleh konsumen.

e

Segi-segi baik dari klausula baku ini antara lain adalah proses transaksi

konsumen umumnya cepat, biaya penyusunan kontrak murah, sehingga tidak

5 Ibid, halaman 3.



memerlukan energi konsumen itu sendiri, akan tetapi menurut Pasal 18 UU
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai ketentuan pencantuman
Klausula Baku bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang z.mluk membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen darn/atau perjanjian apabila menyatakan beban
tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pihak konsumen. Sedangkan
kelemahan ekstern yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan ia
seakan-akan terpojoki dalam posisi “Zuke it or leave it

Sebenarnya perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha itu bukanlah
merupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya traﬁsaksi yang dibuat di luar
peraturan yang ada. Dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan
hak-haknya dan berjuang dalam hal : konsumen menerima p;restasi yang tidak sesuai
dengan isi kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat
tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan

dalam melakukan transaksi.” Contoh kasus nyata yang terjadi pada masyarakat di

Palembang misalnya, masyarakat menggugat terhadap mutu air minum isi ulang

¢ A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, F-konomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, halaman 44.

& . .
Endang Sri Wahyum, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan
Konsumen, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 79.



tertentu, yang kualitasnya diragukan karena tidak bersih sehingga membahayakan
konsumen.”

Dalam hal demikian tradisi Common Law telah memberikan perlindungan
dalam bentuk hak menggugat pelaku usaha. Untuk beberapa waktu hal itu dapat
berlaku secara efektif untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Namun,
dengan perkembangan dunia usaha yang semakin canggih, khususnya menyangkut
perdagangan lintas negara, metode tersebut sudah tidak praktis dan sulit dijalankan
mengingat hukum yang berlaku di setiap negara itu berbeda-beda.’

Praktek monopoli dan tidak ada-nya perlindungan konsumen telah meletakkan
“posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku
usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil konsumen telah menjadi suatu
“rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat
merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya pelaku usaha berl.indung dibalik
Standard Contract atau Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah
pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai .infonnasi
“semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.'®

Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, “cenderung bertele-tele” dan “relatif

mahal” turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban —kewajiban pelaku

¥ Sriwijaya Post, Banyak Iklan yang Merugikan Masyarakat,
http://www.indomedia.com/sripo/2004/07/23/2307 kots. htm.

? Endang Sri Wahyuni, Op.Cit, halaman 79.
' Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, halaman 1.




usaha, sehingga adakalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa
yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha
dengan siapa konsumen tersebut telah “berhubungan hukum”."!

Melihat bahwa posisi konsumen adalah lemah, bila sengketa tersebut
mengenai ganti rugi yang nilainya kecil, misalnya saja yang.nilainya hanya beberapa
ratus ribu rupiah, at.au konsumen menderita sakit yang segera memerlukan
pengobatan, maka sungguh tidak adil bagi konsumen yang menjadi korban bila harus
mengikuti proses ;_)eradilan sebagaimana sekarang berlaku, yang sangat memakan
waktu lama. Untuk itu maka perlu diadakan pengaturan yang berbeda menéenai ganti
rugi dalam jﬁmlah kecil dan ganti rugi dalam jumlah besar. Bagi kerugian kecil harus
diselenggarakan peradilan sederhana yang keputusannya langsung final."

Undar-ng-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
merupakan upaya pemerintah dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sebagai
konsumen untuk dapat menyadari dan memahami bahwa kita sebagai konsumen
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya penyelesaian hukum.
Pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi land.asan bagi
konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan

melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha atau produsen lebih

bertanggung jawab dalam setiap kerugian yang diderita konsumen, sehingga konflik

! Ibid, halaman 2.
12 Endang Sri Wahyuni, Op.Cit, halaman 86.



atau Sengketa konsumen yang terjadi di masyarakat dapat diatasi secara cepat, tepat
dan murah."”

Didalam penyelesian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999
Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen
yang dirugikan dapat henggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan
yang berada dilingkungan peradilan umum. Ketentuan ayat berikutnya menyatakan
-terdapat dua cara penyelesian yang dapat ditempuh secarzli sukarela oleh para pihak
yang bersengketa melalui bada Peradil'an Umum yaitu Pengadilan Negeri atau diluar
peradilan yaitu Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK). 14

Sebagai suatu badan penyelesaian hukum sengketa konsumen yang berdiri
sendiri di luar lingkungan peradilan umum, maka dirasa perlu diteliti untuk
mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen(BPSK) dan proses penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan
memperbandingkannya melalui Peradilan Umum, serta  mengenai kekuatan
hukumnya bila badan tersebut mengeluarkan putusan. Bertitik tolak dari uraian
tersebut di atas maka mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi
dengan judul : “Analisis tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

13 A.Z. Nasution, Op.Cit. halaman 36.

' Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, akarta, Grasindo, 2000, halaman
137. o



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah
yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :
l.A Bagaimanakah tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Senéketa Konsumen
menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah perbedaan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dengan Peradilan Umum dalam proses penyelesaian sengketa konsumen ?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum atas putusan Badan Per.l;felesaian Sengketa

Konsumen bila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan
pada tata cara penyelesaian yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Sengketa
konsumen diluar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Serta kekuatan hukum atas keputusan dari badan penyelesaian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK).



b. Untuk mengetahui perbedaan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh
Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dan Peradilan Umum.

c. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

2. Manfaat

a. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi baik oleh pelaku
usaha maupun konsumen.

b. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, hasil'penelitian ini diharapkan
dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi calon sarjana
dalam meneliti tata cara penyelesaian sengketa konsumen.

c. Secara khusus dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai
pelaksanaan penyelesaiaan sengeketa konsumen bagi masyarakat pada

umumnya dan peneliti khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam
memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas

permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :



|
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Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya mengenai BPSK. Namun
dalam batas-batas tertentu penulis juga mengumpulkan beberapa data tertentu
pada instansi yang terkait.
Data dan Sumber Data
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data
sekunder, yaitu aata yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada,
meliputi :
a. Bahan hukum primer,
Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :
1). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2). Keputusan Presiden RI N0.90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan éadan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
3). Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan RI No:
301/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian anggota
dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
4). Keputusan ~ Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Rl No:
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
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5). Keputusan Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI No:
605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota BPSKpada
Pemerintahan Kota Makassar, Palembang, Surabaya, Bandung, .
Semarang, Yogyakarta dan Medan.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan

dari bahan hukum primer, meliputi:

1). buku-buku literatur;

2). hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuaﬁ ilmiah lainnya;

3). ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan
relevan dengan objek kajian penelitian.

¢. Bahan hukum tertier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan

fcerhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

1). koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah

2). internet;

3). kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

Sedangkan data primer digunakan pada waktu melakukan penelitian lapangan

kepada pihak-pihak yang memberikan informasi sehubungan dengan

permasalahan skripsi ini.



3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, antara lain pada :

a. Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Palembang,
yang beralamat di Jalan Merdeka No.6 Palembang (30131) Telepon. 071 1-.
373208. |

b. Warung Internet (Warmnet) Tri Agung Net, yang beralamat di Jalan Letkol
Iskandar Palembang.

4. Tehnik Mengumpulkan Data
* Metode penelitian yang -digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka
penyusunan skripsi ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-
literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah, dan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen dan keputusah’ hukum

BPSK.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi,
dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang
terkait, yaitu dengan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Palembang, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak



menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar dari daftar
pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup
permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan
pengumpulan data pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah
Kota Palembang.
5. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara Deskriptif

Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan,

diL;raikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk data-.data yang

menarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan.
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